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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu subsistem kehidupan beragama, yang
merupakan sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan
keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan bertujuan untuk
membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar
pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu
bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih besar. Perkawinan merupakan
sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada
manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.' Hal itu ditegaskan dalam Al-
Qur’an bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-

pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:
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“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa
yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin: 36)*

Dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 49 juga disebutkan semua hal

diciptakan secara berpasang-pasang :

! Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta:
Pustaka Amani, 2002), 1.

? Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V,
2001), 710.
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“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat : 49)’

Perkawinan juga menjadi jalan bagi umat manusia untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai

dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 berikut :
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”
(Q.S. Ar-Rum:21)*

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, di Negara Indonesia
telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga
negara Indonesia. Aturan yang dimaksud yaitu UU No. | Tahun 1974 dan
peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No. 9 Tahun
1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum
formilnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Adapun aturan
pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan

agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan

3 Ibid., 862.
* Ibid., 574.



dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam.’

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.’ Di samping itu, dijelaskan
pula dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mithagan Ghalizan untuk
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.’

Sayyid Sabiq dalam bukunya Figh as-Sunnah menuliskan bahwa
perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi
manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya setelah masing-
masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam

mewujudkan tujuan perkawinan.8 Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa’

ayat 1:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 1.
® Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

7 Pasal 2 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

8 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid Il (Kairo: Dar al-Fath al-I’lam al-Arabiy, 1990), 12.



kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa’ : 1)’

Memiliki sebuah Keluarga yang penuh kebahagiaan merupakan
dambaan setiap manusia. Akan tetapi, dalam mengarungi bahtera rumah
tangga, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahfahaman dan
perbedaan pendapat antara suami istri sangatlah besar, yang terkadang hal
tersebut menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus
menerus, sehingga dapat menyebabkan perceraian yang lebih besar dan
meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak terlalu rusak dan
berpecah-belah, agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar
terakhir bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera
keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan
anak-anaknya, antara keluarga kedua belah pihak dan juga dengan sekeliling
tetap berjalan dengan baik. Meskipun begitu, perlu dinyatakan bahwa
dengan mensyariatkan perceraian dalam suatu perkawinan, bukan berarti
bahwa agama Islam menyukainya.'” Sebagaimana yang dinyatakan oleh

Rasulullah SAW.:

® Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya..., 114.
' Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang,
2004), 158.
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“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan
kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Muarif bin Washil dari Muharib bin
Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi saw, beliau bersabda : Perkara halal yang paling
dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”

Agama Islam menghendaki dilakukannya perceraian hanya jika sebuah
rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Jadi
kalaupun menemui masalah yang terlampau besar dan sulit untuk
menemukan jalan keluarnya, sebisa mungkin tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangga. Jalan keluar dengan berpisah merupakan solusi yang
paling terakhir."?

Perceraian sendiri tidak bisa sembarangan dan asal-asalan. Banyak hal
yang harus diperhatikan dalam membahas perceraian, termasuk alasan-alasan
bercerai. Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara spesifik tentang
alasan-alasan atau penyebab perceraian. Namun, hakim Pengadilan Agama
dalam alasan perceraian dapat memakai ketentuaan yang ada dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi sebagai berikut'* :

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

""" Sulaiman, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Tlmiyah, 1996),

120.

12 Yusuf Chudrori, Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah, (Surabaya: Khalista, 2009),

164.

' Pasal 116 Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.



b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

e. sakah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau
isteri;

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menganalisis sebuah kasus
tentang gugatan cerai di PA Bangkalan No. 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl yang
dalam positanya menggunakan alasan perselisihan dan percekcokan yang
terjadi antara suami istri selama satu bulan dikarenakan termohon merasa
nafkah yang diberikan pemohon selalu kurang. Dalam hal ini, hakim PA
Bangkalan berpedoman pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam tentang alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus
menerus.

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima
suatu putusan Pengadilan tingkat pertama karena merasa haknya terserang

oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan itu kurang benar



atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan terhadap perkara
yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama kepada Pengadilan
yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang. Upaya permohonan
ini disebut sebagai upaya banding.'* Demikian juga dalam perkara ini, istri
merasa putusan hakim PA Bangkalan tidak adil dan tidak sesuai dengan
pertimbangan kondisi yang ada. Maka, kemudian istri mengajukan banding
ke PTA Surabaya dan mengajukan memori banding yang pada intinya adalah
keberatan atas putusan PA Bangkalan. Akhirnya setelah membaca,
memeriksa, meneliti berita acara perkara, majelis hakim PTA tidak
sependapat dengan beberapa pertimbangan dan membatalkan putusan
majelis hakim tingkat pertama (PA Bangkalan).

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan mengadili sendiri majelis
hakim PTA membatalkan putusan PA Bangkalan untuk sebagian dan
memutuskan pertengkaran yang terjadi belum memenuhi ketentuan pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam atau belum dikategorikan sebagai perselisihan terus
menerus dan belum bisa menjadi alasan perceraian. Dalam hal ini majelis
hakim PTA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’/ Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara.

Maka dengan alasan inilah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan

permasalahan tersebut di atas. Permasalahan ini akan bahas dalam skripsi

' Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Y ogyakarta: Liberty, 1999), 196.



yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA.
Bangkalan Nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh PTA. Surabaya Nomor:
0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Terus

Menerus Yang Menjadi Alasan Perceraian”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Beberapa masalah telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di
atas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini beberapa masalah di atas dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Hikmah pernikahan yang tidak tercapai.

2. Alasan-alasan pembatalan putusan.

3. Alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengabulkan
permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran dan perselisihan
terus-menerus.

4. Alasan-alasan Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor:
0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl

5. Akibat dikabulkannya  permohonan  cerai = talak = Nomor:
0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl oleh Pengadilan Agama Bangkalan

6. Akibat pembatalan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor:
0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya.



7. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor:
0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl

8. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian
menurut Hukum Islam.

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini

membatasi masalah sebagai berikut:

1. Alasan-alasan Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor
0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan
Nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh Putusan PTA Surabaya Nomor:

0014/Pdt.G/2014/PT A.Sby

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah
pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Alasan-alasan Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor :
0774/Pdt.G/2013/PA.BKkI?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA

Bangkalan Nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh Putusan PTA

Surabaya Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PT A.Sby?
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D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang larangan nikah dengan berbagai aspek dan sudut

pandang yang berbeda sudah banyak dilakukan sebelumnya. Di antara judul

skripsi yang berkaitan dengan masalah penyebab perceraian adalah :

1.

Fathiyah dalam skripsinya yang berjudul “Analisa terhadap putusan
kasasi Mahmakah Agung NO.162 K/AG/1990 tentang perselisihan
Suami Istri sebagai alasan perceraian” membahas tentang putusan yang
diberikan oleh Mahkamah Agung mengenai perselisihan suami istri
sebagai alasan perceraian dengan analisis memakai hukum positif."
Karimatun Nisa’ dalam skripsinya yang berjudul “Studi terhadap
keputusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 760/Pdt.G/1999/PA.PAS
tentang kasus perselisihan sebagai alasan perceraian” membahas juga
tentang perselisihan sebagai alasan perceraian dipaparkan secara
gamblang segala fakta yang terdapat dalam putusan tersebut kemudian
dianalisis dengan berbagai pendapat ulama figh juga dengan hukum
positif, '°

Tatik Fitriyah dalam skripsinya yang berjudul ‘“Penyelesaian perceraian
karena alasan syigag di Pengadilan Agama Wilayah Gerbang
Kertasusila” membahas tentang penyelesaian perceraian disebabkan

Syigag dengan daerah penelitian khusus di wilayah Gerbang Kertasusila.

'> Fathiyah , “Analisa terhadap putusan kasasi Mahmakah Agung N0.162 K/AG/1990 tentang
perselisihan Suami Istri sebagai alasan perceraian”, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya,

2000).
16

Karimatun Nisa’, “Studi terhadap keputusan Pengadilan Agama Pasuruan No.

760/Pdt.G/1999/PA.Pas tentang kasus perselisihan sebagai alasan perceraian”, (Skripsi — IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2004).
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Temuan dari peneliti di sini menunjukan mayoritas penyebab perkara
perceraian adalah Syigag dan yang diteliti adalah model-model
penyelesaiannya.'’

Titik perbedaan penelitian ini dengan beberapa skripsi sebelumnya
adalah pada pokok bahasan. Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara nomor
0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby yang menolak beberapa pertimbangan hakim
Pengadilan Agama Bangkalan dan membatalkan putusan PA Bangkalan
nomor 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl  karena alasan perceraian berupa
pertengkaran antara suami istri yang mengakibatkan pisah ranjang selama
dua hari belum memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam yang awalnya dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan

Agama Bangkalan dalam memutus cerai perkara tersebut.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Mengetahui Alasan-alasan Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor

: 0774/Pdt.G/2013/PA.BKkl

"7 Tatik Fitriyah, “Penyelesaian perceraian karena alasan syiqaq di Pengadilan Agama Wilayah
Gerbang Kertasusila”, (Skripsi -IJAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).
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2. Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA
Bangkalan Nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh Putusan PTA

Surabaya Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby

F. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-
kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan
memperkaya ilmu pengetahuan tentang Perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus yang bisa menjadi alasan perceraian.

2. Dalam tataran praktis, diharap supaya penelitian dapat dijadikan bahan
referensi atau pertimbangan bagi hakim, praktisi hukum Islam sekaligus
orang-orang yang berkaitan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini
juga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi mahasiswa
fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan

para pembaca pada umumnya di bidang pernikahan atau perceraian.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara
gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:
1. Analisis
Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya. Bisa juga
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diartikan sebagai pemecahan persoalan yg dimulai dengan dugaan akan
kebenarannya. Untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan
Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para
fuqaha yang didasarkan pada Al Qur’an dan Hadits, pendapat-pendapat
dari Imam empat Madzhab (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i
dan Imam Hambali) dan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI)
tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi
alasan perceraian.
2. Putusan
Kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi
wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu
sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum.'® Dalam hal ini putusan yang dimaksud
yaitu putusan PA. Bangkalan No.0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl dan putusan
PTA. Surabaya No.0014/Pdt.G/2014/PT A.Sby
3. Perselisihan dan Pertengkaran Yang Menjadi Alasan Perceraian

Keadaan dimana antara dua orang atau lebih terjadi perbedaan pendapat,
bertikai, berbantah dan bersengketa yang mengakibatkan persengketaan
dan harus diadili dan diputuskan."” Pertengkaran dimaksud adalah

pertengkaran antara suami dan istri yang sah menurut agama maupun

'8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, 2008), 292 .
!9 CD Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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negara. Bisa juga dikaitkan dengan istilah Syigag dalam pembahasan
figh munakahat. Atau Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus
yang dimaksud di sini adalah alasan yang memenuhi ketentuan pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan definisi operasional tersebut di atas, penelitian ini
berusaha mengkaji tentang Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
yang bisa menjadi alasan perceraian dan memenuhi ketentuan yang ada pada
pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

H. Metode Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih
memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan
yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah Qualitative
Research atau penelitian kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian yang
baik, kiranya penulis perlu mengemukakan metode penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian ini, yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Data yang Dikumpulkan
a. Data tentang Alasan Perceraian yang ada di dalam putusan

Pengadilan Agama Bangkalan dalam perkara
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No.0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dalam perkara No.0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan
Agama Bangkalan dalam perkara No.0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl dan
Pengadilan ~ Tinggi Agama Surabaya dalam  perkara

No.0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri

dari:

a.

Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung
dari sumber aslinyazo, dalam hal ini adalah berupa salinan putusan di
Pengadilan Agama Bangkalan No.0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.0014/Pdt.G/2014/PT A.Sby.
Sumber Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan
pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan
dan catatan harian lainnya.”’ Adapun dalam penelitian ini penulis
menggunakan data skunder berupa informasi dari responden, yaitu
hakim PTA Surabaya dan buku-buku yang terkait dengan
pembahasan ini, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam,

2% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,

1997), 114

2! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek..., 115.
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2. Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd

3. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah Az-Zuhailiy

4. Al- Figh ‘ala Mazahib Al- Arba’ah karya Abdurrahman Al Jaziri

5. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan karya Kamal
Muhtar

6. Figh Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali

7. Figh Keluargakarya Ali Yusuf as-Subki

8. Figh as-Sunnah Karya Sayyid Sabiq

9. Hukum Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq

10. Hukum Perkawinan Islam di Indonesiakarya Amir Syarifuddin

11. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang karya Soemiyati

3. Teknik Pengumpulan Data

a.

Dokumentasi, yaitu studi dokumenter yang penulis lakukan dengan
mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder dan
Undang-Undang maupun peraturan terbaru yang berkaitan dengan
pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari,
menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

Wawancara (/nterview), adalah suatu bentuk komunikasi atau
percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi,
yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan
untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai

tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan
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laporan penelitiannya.”” Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan
Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H selaku hakim PTA
Surabaya dalam perkara nomor 0014/Pdt.G/2014/PT A.Sby.
4. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut:

a. [KEditing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi, meliputi :
kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa
sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan
masalah. Sekaligus menyusun secara sistematis data-data tersebut.”

5. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan
atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang
diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan,
sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam
hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Bangkalan

dan PTA Surabaya dalam perkara perselisihan dan pertengkaran terus

2§ Nasution, Metode Research (penelitian [lmiah), (Takarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
» Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
91.
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menerus sebagai alasan perceraian, kemudian dikaitkan dengan teori
dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga
mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir induktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan
mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset
terhadap Putusan PA Bangkalan dan PTA Surabaya tentang perkara
Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus sebagai alasan
perceraian, untuk selanjutnya dikemukakan teori-teori bersifat umum
yang berkenaan dengan perkara Alasan Perceraian, dalil-dalil nas, dan

aturan perundang-undangan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam
penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada

maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama tentang Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola
umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya
mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah
dan pembatasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan atau
manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan

sistematika pembahasan.
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Bab Kedua tentang Landasan Teori. Bab ini membahas tentang
Putusnya perkawinan. Membahas perceraian dalam Islam meliputi

pengertian, macam-macam, sebab, alasan, dan dasar hukum perceraian.

Bab Ketiga tentang Deskripsi Dan Penyajian Data Penelitian. Bab ini
meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, deskripsi putusan tentang perceraian dan dasar
hukum hakim PA. Bangkalan dalam putusan Nomor:
0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl. serta deskripsi dan dasar hukum hakim PTA

Surabaya dalam putusan Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PT A.Sby.

Bab Keempat tentang Analisis. Bab ini membahas tentang Analisis
Hukum Islam  Terhadap Pembatalan Putusan PA  Bangkalan
No.0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh PTA Surabaya
No.0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Terus

Menerus Yang Menjadi Alasan Perceraian.

Bab Kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



